
BAB IV 

HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM MELAKUKAN 

PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada 

tanggal 1 April 2014 di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, dapat diketahui 

bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Bengkulu Selatan terdapat beberapa hambatan, walaupun hambatan ini 

sudah bertahun-tahun tidak pernah ditannggulangi namun pengawasan rutin tetap 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah agar tetap berjalannya tugas dan fungsi 

Inspektoat Daerah sebagai Pengawas Internal terutama dalam pengelolaan 

keuangan daerah di Bengkulu Selatan. Hambatan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan dalam melakukan Pengawasan Internal terhadap pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menurut sampel atau populasi 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Inspektur / Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Bengkulu 

Selatan 

Bapak Drs. Heriadi selaku Inspektorat Pembantu menyatakan bahwa 

hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, yaitu : 

 



1. Keterbatasan Anggaran 

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka 

pengawasan yang akan dilakukan inspektorat daerah, ini disebabkan 

anggaran yang di plot untuk Inspektorat daerah sering dipotong ketika 

masih dalam proses penganggaran di DPRD karena lebih diutamakannya 

berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.48 Mengenai wilayah kerja 

yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah luas, sehingga dengan 

keterbatasan dana, sudah tentu pengawasan yang dilaukan tidak dapat 

berjalan dengan maksimal. 

2. Kendaraan Operasional 

Tidak disediakannya kendaraan operasional serta akomodasi yang 

kurang dari pemerintah daerah, sehingga Tim pengawas kesulitan dalam 

melakukan pengawasan apa lagi jika instansi yang diawasi berada di 

desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang di awasi oleh 

Inspektorat termasuk sekolah-sekolah yang berada disetiap kecamatan, 

desa/kelurahan.49 

2. Menurut Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah 

Bengkulu Selatan 

Bapak Khaidir selaku Kasubbag Administrasi dan Umum menyatakan 

bahwa tidak ada hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan. 

Kerena menurutnya Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan 

                                                           
48 Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Inspekorat Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan, pada tanggal 1 April 2014  
49 ibid 



telah berjalan sesuai dengan program tahunan, yaitu melakukan pemeriksaan 

reguler dan khusus, serta pemeriksaan kasus dengan menindaklanjuti hasil 

laporan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun 

temuan Inspektorat sendiri yang menyangkut seluruh kegiatan adminstrasi 

umum atau pemerintahan yang berhubungan dengan wilayah kerja 

Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan. Mengenai sisa rekomendasi yang 

belum ditindaklanjuti, Bapak Khaidir mengatakan bahwa hal ini dikarenakan 

SKPD yang diperiksa sering memperlambat pemeriksaan yang dilakukan 

Inspektorat dengan tidak melengkapi pertanggungjawaban yang dibutuhkan 

inspektorat, sehingga inspektorat kesulitan dalam menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan tersebut. 

3. Menurut Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah 

Bengkulu Selatan 

 Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah 

yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, menurut Bapak 

Naruan S.Sos selaku kasubbag evaluasi dan pelaporan tidak hanya masalah 

keterbatasan anggaran dan masalah kendaraan operasional namun juga  

diakibatkan faktor lainnya, yaitu : 

1. Kurangnya data fisik lapangan 

Dalam setiap pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Tim 

Inspektorat, tidak semua data fisik lapangan, atau kegiatan yang berupa 

proyek dapat ditinjau langsung. Ini karena disebabkan dana yang 

disediakan terbatas, selain itu jangka waktu yang disediakan juga hanya 



sedikit yakni dalam 1 harinya Tim inspektorat menurut wilayah kerjanya 

melakukan pengawasan di 3 instansi, selayaknya pengawasan dilakukan 

dengan jangka waktu 3 hari dalam 1 instansi, untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dari proses pengawasan. 

2. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas. 

Akibat dari kepala daearh yang terlalu sering melakukan mutasi 

maka, pemeriksaan yang dilakukan disetiap instansi manjadi kurang 

maksimal, karena banyaknya urusan administrasi yang belum 

diselesaikan, dan pejabat yang baru menduduki tempat tersebut kurang 

peduli mengenai admisitrasi yang belum selesaikan oleh pejabat yang 

lama, sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat 

menjadi terhambat.50 

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Auditor 

 Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan adalah 

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekuatan Personil atau 

Sumber daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam 

hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi 

Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas SDM relatif 

masih rendah. Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten 

Bengkulu Selatan yang telah bersertifikat atau lulus jejang pembentukan 
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auditor terampil hanya 5 orang personil yang ada. Tentu ini berpengaruh 

atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa 

Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat 

1. Hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2014 di Badan Pmeberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Brencana Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut 

Bapak Suwan, S.Sos selaku bendahara, hambatan yang dialami Tim 

Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan adalah 

mengenai keterbatasan waktu pada saat pemeriksaan, sehingga 

pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat tidak dapat berjalan 

dengan maksimal, contohnya pada saat pemeriksaan mengenai dana hibah 

yang di cairkan melalui SKPD di lingkup nya bekerja, Tim Inspektorat 

daerah hanya memeriksa dokumen, surat-menyurat mengenai pencairan 

uang saja, sedangkan SKPD nya hanya mencairkan uang saja, karena yang 

membelanjakan uang tersebut adalah Ketua Tim Pembina Kesejahteraan 

Keluarga (PKK). Pada saat pemeriksaam Tim auditor dari Inspektorat 

Daerah berjumlah 1 orang didampingi oleh inspektur pembantu 1 orang, 

sedangkan waktu pemeriksaan  diselesaikan selama 2 jam.  

2. Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2014 di Dinas Pertanian dan 

Pertenakan Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa menurut Bapak Beny 

selaku bendahara di Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Bengkulu 

selatan mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh tim Inspektorat 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah keterbatasan sarana dan 



prasarana, dikarenakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim 

Inspektorat Daereah mengenai pengadaan bibit sawit yang di duga terjadi 

penggelembungan (mark-up) harga, Tim Inspektorat Daerah tidak 

memeriksa secara langsung keberadaan atau jumlah bibit sawit yang dibeli 

dari dana APBD tersebut, melainkan hanya melakukan pemeriksaan secara 

administrasi, dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bibit sawit. Hal 

ini dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan untuk Inspektorat 

Dearah kurang memadai, sehingga dapat dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan 

penelitian ini, yaitu Inspektur atau Inspektur Pembantu, Kasubbag Evaluasi 

dan Pelaporan serta Kasubbag Administrasi dan Umum serta Pegawai Negeri 

Sipil yang pernah diperiksa oleh Inspektorat maka hambatan yang paling 

berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah 

kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan 

dana untuk pengawasan, kurangnya alokasi dana sarana dan prasarana yang 

disediakan untuk Inspekorat dalam melakukan pengawasan dengan wilayah 

kerja yang dicakup inspektorat cukup luas dan tentunya haruslah didukung 

dengan alokasi dana yang cukup tinggi serta prasarana yang memadai, selain 

itu telalu seringnya dilakukan mutasi juga membuat inspekorat daerah 

kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi. sehingga dalam praktiknya 

pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tidak dapat menjalankan perannya 



secara maksimal. Dalam hal dana dan prasarana yang kurang dari pemerintah 

daerah, harusnya inspektorat dapat mengefektifkan dana yang ada pada 

Inspektorat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak 

terjadinya hambatan yang akan mengganggu pelaksanaan pengawasan tim 

inspektorat, selain itu pemerintah daerah dapat mengadakan pelatihan 

mengenai pengelolaan keuangan daerah agar PNS di Bengkulu Selatan lebih 

memahami mengenai pertanggungjawaban yang menjadi tanggungjawab nya 

di SKPD.  

 Mengenai kedudukan struktural Inspektorat yang dibawah pembinaan 

dari Sekretaris Daerah dapat menjadi salah satu hamabatan yang berpengaruh 

dikarenakan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan, termasuk 

pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah harus terlebih dahulu 

melaporkannya kepada Sekretaris Daerah dan kemudian Bupati untuk 

menindaklanjuti mengenai pemeberian sanksi apa yang akan diberikan pada 

PNS yang di anggap bersalah terhadap hasil pemeriksaan dari inspektorat. Jika 

demikian maka Inspektorat tidak dapat menjaga indepedensinya dalam 

melakukan pengawasan karena setiap laporan harus dilaporkan kepada 

atasannya yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah, mengenai pemeriksaan yang 

melibatkan pihak yang berekepentingan yaitu Bupati, maka inspektorat tidak 

akan dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal karena menyangkut 

atasan dimana Inspektorat itu berada. 

 

 



BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan 

penulis, oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal khusunya dalam 

pengelolaan keuangan daerah, hal ini dikarenakan terdapat  berbagai hambatan 

dalam pelaksanaan tugas nya sehingga program pengawasan tidak semuanya 

dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun masa anggaran. Sedangkan dalam 

pelaksanaan fungsinya Inpektorat Daerah tidak dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, hal ini terbukti dengan masih terdapat kecurangan instnasi untuk 

meperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelolanya dalam SKPD, 

Jika Inspektorat telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dihindari sehingga 

tidak sampai ke ranah Hukum. 

2) Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksaan pengawasan yang 

dilakukan inspektorat adalah tidak adanya kendaraan operasional, kurangnya 

data fisik lapangan, terbatasnya sumber daya manusia, namum hambatan yang 

paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah 

kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan 

dana sarana dan prasarana yang disediakan untuk Inspektorat dalam melakukan 



pengawasan. Dengan wilayah kerja yang dicakup inspektorat cukup luas dan 

tentunya haruslah didukung dengan alokasi dana yang cukup tinggi serta 

prasarana yang memadai, selain itu telalu seringnya dilakukan mutasi juga 

membuat inspekorat daerah kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi. 

sehingga dalam praktiknya pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tidak dapat 

menjalankan perannya secara maksimal.  

B. Saran 

 Seharusnya Inspektorat dapat mencegah sedini mungkin berbagai bentuk 

penyalahgunaan dalam pengeloaan keuangan darah, karena salah satu aspek dari 

pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 

pemerintah daerah, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya 

dipergunakan seabaik-baiknya dan dapat berhasil guna, maka dari itu sudah 

menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah dan pemerintahan yang baik. Adapun saran penulis adalah dalam 

hal dana dan prasarana yang kurang dari pemerintah daerah, harusnya inspektorat 

dapat mengefektifkan dana yang ada pada Inspektorat Daerah untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadinya hambatan yang akan mengganggu 

pelaksanaan pengawasan tim inspektorat, selain itu pemerintah daerah dapat 

mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar PNS di 



Bengkulu Selatan lebih memahami mengenai pertanggungjawaban yang menjadi 

tanggungjawab nya di SKPD. Atau dengan menjadikan Inspektorat sebagai 

lembaga vertikal dari pemerintah pusat agar dapat menjaga independensi 

inspekorat dalam pengawasan. Karena jika pejabat yang bertugas di inspekorat 

merupakan pejabat karier yang ada di daerah maka bukan tidak mungkin 

pengawsan yang dilakukan mendapat intervernsi dari yang berkepentingan di 

daerah yaitu Kepala Daerah. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satu-satunya 

pengawas internal yang ada Kabupaten Bengkulu Selatan haruslah dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa interverensi dari pihak 

manapun. 
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